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Stakeholder: pemegang kepentinganyang
memiliki hak dan kepentingan dalam
sebuah sistem, diantaranya: Presiden,
Lembaga Tinggi Negara, Satker Kemlu da
K/L Lain

Customer: merupakan pihak-
pihak yang menggunakan
layanan dari sistem,
diantaranya: Satker Kemeniu,
K/Llain, Ormas/LSM,
Akademisi, Mahasiswa,
WNI/BHI, Diaspora,
Ormas/LSM Asing, Ol,
Perwakilan Asing, Media,
WNA, Badan Usaha/PT

Internal Business Process

|

Learning & Growth

Organisasi, Lingkungan Kerja dan ."
Administrasi Umum

Peta Strategi Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Anggaran

Stakeholder Perspective

S1 S1.1 | Persentase kemajuan hukum dan 100%*)
: perjanjian internasional di bidang
| ekonomi yang diselesaikan
C1.1 | Persentase pelayanan pembentukan [ 100%**)

dan penyempurnaan norma hukum dan
perjanjian internasional di bidang
ekonomisesual dengan Service Level

Agreement (SLA)




Kode Kode Target
SS Sasaran Strategis IKU Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019

(1) 2) (3) (4) (5)
Internal Business Process Perspective

B1 | Diplomasi ekonomi yang B1.1 | Persentase pendapat hukum di bidang | 100%**)
Kuat ekonomi yang disampaikan dalam
forum Internasional

B1.2 Persentase kemajuan perundingan 100%*)
perjanjian perdagangan bebas dan
investasi
Learning & Growth Perspective
L1 Tata Kelola Organisasi yang L5l Nilai evaluasi AKIP di Direktorat Hukum BB
baik di Direktorat Hukum dan dan Perjanjian Ekonomi (77)
Perjanjian Ekonomi
L2 Pengelolaan Anggaran yang {£241 Persentase realisasi anggaran di 100%
Optimal di Direktorat Hukum Direktorat Hukum dan Perjanjian
dan Perjanjian Ekonomi Ekonomi

Keterangan : *) Persentase berdasarkan IKU Mistar
**) persentase berdasarkan Jumlah Pelayanan yang diberikan

A
(Rp)

Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian

1 Ekonomi 5.311.743.000
Pagu Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi
2019 5.311.743.000
Jakarta, Januari 2019
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Direktur HuKum dan Pgrjanjian Ekonomi

Internasional

Damos Dumoli Agusman
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Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran Strategis:

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama:

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI 51

Stakeholder: pemegang kepentingan yang memiliki hak dan kepentingan dalam sebuah sistem, di antaranya: Presiden, Lembaga Tinggi Negara, Satker Kemiu
dan K/ Lain

-

Ifnyefesaian hukum dan perjanjian Inlernasional di bidang Ekonomi

|

Penyelesaian adalah hal keadaan dimana tahapan dalam hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang diselesaikan

Perjanjian Internasional di bidang ekenomi adalah sebuah perjanjian ekonomi yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa
negara atau organisasi inlernasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengalur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Perjanjian bilateral dibual antara dua negara.

IKU-1 Persentase kemajuan hukum dan perjanjian Internasional di bidang ekonomi yang diselesaikan

Definisi:

Kemajuan adalah perkembangan dari litik awal ke litlk larget pada mistar perjanjian internasional di bidang ekonomi.

Titik awal adalah sebuah tilik tahapan dalam mislar perjanjian yang dilentukan sesuai dengan perjanjian internasional yang akan diselesaikan pada tahun
berjalan.

Titik target adalah sebuah lilik capaian pada mistar dari perjanjian internasicnal yang akan diselesaikan.

|Jarak anlara tilik awal ke lilik targel adalah 100%.

Perjanjian inlemasional di bidang ekonomi adalah sebuah perjanjian ekonomi yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa
negara alau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilaleral dibuat oleh beberapa pihak yang mengalur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian bilateral dibual anlara dua negara.

Ruang Lingkup:
Termasuk dengan pengakhiran kesepakalan di bidang Ekonomi

Mistar Perianiian Internasicnal di Bidana Ekonomi adalah alat ukur denoan skala 0 s.d. 245 vana ferdiri dari {ahapan:
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Satuan Pengukuran :

Tingkat Kendali IKU :

Tingkat Validitas 1KU :

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU :

Unit/Pihak Penyedia Data :

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU:

Metode Cascading :

Jenis Konsolidasi Periode :

Formula

Realisasi kemajuan

X100%
(Titik target - Titik awal)

Tujuan

Untuk mengetahui kemajuan perjanjian Internasicnal di bidang Ekonomi yang lelah diselesaikan

Persenlase

|( ) High { X ) Moderate { )Low
{X ) Exact { ) Proxy ( ) Activity

‘Semua Subdireklorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Semua Subdirektorat Hukum dan Perjanjian Ekanomi

Laporan kemajuan hukum dan perjanjfian ekonomi

|L) Cascading Pela ( ) Cascading Non pela ( X ) Non-Cascading
‘( ) Direct ( ) Indirect
|( ) Sum ( ) Average { X ) Take Last Known Value

B

Jenis Konsolidasi Lokasi : |( ) Sum ( X ) Average ( ) Raw dala
Polarisasi Indikator Kinerja : |( X ) Maximize ( } Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : I( ) Bulanan ( X ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan
Tabel Data :
2017 2018 2019
Periode Pelaporan
B Target Real Target Realisasi Target
TAHUNAN N/A N/A 100% 100% 100%
TRIWULAN | N/A N/A 25% 24.49% 25%
TRIWULAN Il N/A N/A 50% 48.38% 50%
TRIWULAN IIl NJA N/A 75% 69,68% 75%
TRIWULAN IV /A N/A 100% 99,18% 100%




Perspektif:

Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran Strategis:

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama:

Satuan Pengukuran ;

Tingkat Kendali IKU :

Tingkat Validitas IKU :

Unit/Pihak Penanggung Jawab

IKU :

Unit/Pihak Penyedia Data :

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU:

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI

Customer: merupakan pihak-pihak yang menggunakan Jayanan dari sistem, di anfaranya: Satker Kemeniu, K/L lain, Ormas/ LSM, Akademisi, Mahasiswa,
WNI/ BHI, Diaspora, Ormas/ LSM Asing, Ol, Perwakilan Asing, Media, WNA, Badan Usaha/ PT

Terpenuhinya pelayanan terhadap pembentukan dan penyempurnazn norma hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi

Pelayanan adalah usaha unluk melayani,
Pembentukan adalah suatu proses unluk membuat,
Penyempurnaan adalah suatu proses untuk menyempurnakan/menambahkan agar lebih baik lagi.

Norma hukum adalah aturan sesial yang dibuat aleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan legas dapal melarang serta
memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri,

Perjanjian Internasional di bidang ekonomi adalah sebuah perjanjian ekonomi yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang
berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilaleral dibual oleh beberapa pihak yang mengalur hak dan kewajiban masing-masing
pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara.

IKU-1 Persentase pelayanan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi sesuai dengan Service Level
Agreement (SLA)

Definisi:

Pendapat hukum di bidang ekonomi adalah saran alau masukan yang diberikan kepada stakehalders terkait norma-norma hukum perdagangan,
inveslasi, keuangan, induslri, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Stakehelders adalah pemegang kepentingan yang memiliki hak dan kepentingan dalam sebuah sistem, di antaranya: (Presiden, Lembaga Tinggi Negara,
Satker Kemlu dan K/L Lain).

Service Level Agreement (SLA) adalah kesepakalan antara penyedia jasa dengan pelanggan terkait dengan lingkat (mutu) layanan yang diberikan sesuai
dengan SOP.

Formula:

Jumtlah pendapat hukum yang disampaikan kepada stakeholders

X100%
Jumiah permintaan pendapat hukum yang disampaikan oleh stakeholders

Tujuan:

Unluk mengukur pendapal hukum di bidang ekonomi yang disampaikan kepada slakeholders sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)

Persenlase |
|( ) High ( X ) Moderate () Low |
[( ) Exact (X )Proxy ( ) Activity —|

Semua Sub Direktoral Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Semua Sub Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi

LaporaN

( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta { X ) Non-Cascading

Metode Cascading : |( ) Direct ( ) Indirect ’
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average ( X ) Take Last Known Value |
is K i i
Jenis Konsolidasi Lokasi |( ) St £ Aiatins ( )Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja : { X ) Maximize { ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : J( ) Bulanan { X } Triwulanan ( X} Semasteran ( ) Tahunan
Tabe| Data :
2017 2018 2019
P e
USRI Target Realisasli Target Realisasi Target
TAHUNAN N/A N/A 100% 100% 100%
TRIWULAN N/A N/A 25% 25% 25%
TRIWULAN Il N/A N/A 50% 50% 50%
TRIWULAN 1l N/A N/A 75% 75% 75%
TRIWULAN IV N/A N/A 100% 100% 100%




Perspektif:

Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran Strategis:

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama:

Satuan Pengukuran :

Tingkat Kendali IKU ;

Tingkat Validitas IKU :

UnitPihak Penanggung Jawab

IKU ¢

UniiPihak Penyedia Data :

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU:

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI L

|Eusiness FProcess

| Diplomasi ekonomi yang kual

Diplomasi Ekonomi. adalah akti:itas diplomasi unluk mencapai tujuan-lujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti perdagangan, investasi, energi,
perhubungan, parwisata, pertanian, perikanan, penndustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik,

Kuat adalah mempunyai keunggulan untuk bersaing dengan negara lain.

dalam forum i

IKU-1 Persentase pendapat hukum di bidang ek i yang

Definisi

Pendapat Hukum adalsh segala posisi, prakarsa, dan rekomendasi hukum yang diusulkan oleh Indonesia dalam sebap forum perundingan internasional di
bidang ekonami

Ruang lingkup kesepakatan bidang ekonomi mencakup antara lain: perdagangan, investasi, energi, perhubungan, parisisala, pertanian, perikanan,
perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik

Batas waktu: Jumlah kesepakatan yang disepakali selama satu periode anggaran

Formula:

Jumlah kesepakalan di bidang ekonomi
X100%

Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi

Tujuan:

Untuk mengetahui jumiah kesepakalan yang dihasilkan dari diplomasi bidang ekonomi

Jumlah
‘{ ) High { X} Moderata { ) Low
I{ ) Exact { X) Proxy () Activity

Subdirektorat Perdagangan dan Investasi

Satker Eselon Il

Kesepakatan perjanjian di bidang ekonomi

( X) Cascading Peta ( ) Cascading Nen pela { }Non-Cascading

Metode Cascading : ( ) Direct (X ) Indirect
Jenis Konsclidasi Periede : |( ) Sum () Average { X} Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasl : |( } Sum ( )}Average ( )} Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja : |( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize

|

I O

Periode Pelaporan @ ( ) Bulanan { X ) Triwulanan ( ) Semesleran ( ) Tahunan
Tabel Data :
Feriode Pelaporan 201% 2018 2019 —J
Target Realisast Target Rsalisasi Taiget
TAHUNAN N/A NfA 100% 100% 100%
TRIWULAN | N/A NiA 25% 2% 5%
TRIWULAN Il /A N/A 50% 50% 50%
TRIWULAN 1l WA 7 75% 75%. 5%
TRIWULAN IV [ N/A 100% 100% 100%




IKU-2

Indikator Kinerja Utama:

p bebas dan i

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama:

Gefinisi

Kemajuan Perundingan adalah perkembangan perundi

n dari titk awal ke Ltk target pada perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi

Per

Perjanjlan Par
investasi yang sedang dirundingkan

Bebas dan Investasi : Perjanjian secara bilaleral, regional alau multiateral di bidang perdagangan bebas dan

“MISTAR” TAHAPAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
INVESTASI
e
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Formula
Jumlah per di bidang yang p X100
%
Jumlah perjanjian perd bebas dan | i yang

Tyjuan

Unluk mengukur pendapat hukui

bidang ekonemi yang disampaikan dalam forum Internasional

Satuan Pengukuran : Persantase I
Tingkat Kendali IKU : ( }High { X ) Moderate ( YLow |
’ I: ) Exact ( %) Proxy () Activity |
UnivPihak Penanggung J: w3 |
KU : Semua Subdirektorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi
UniUPihak Penyedia Data ; N
Semua Subdireklorat Hukum dan Perjanjian Ekenomi
Sumber Data : Laporan kemajuan hukum dan perjanjian I
i 3 " {X) Non-
Jenls Cascading IKU: [( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta CGascading
Metode Cascading : |( ) Direct { )Indirgct 1
Jenis Konsalidasi Pericde ; |( ) Sum ( ) Average { X) Take Last Known Value
Jenis Konsclidas| Lokasi :
( )} Sum ( X ) Average ( )Raw dala
'olarisasi Indikator Kinerja : |( X) Maximize ( ) Minimize ( ) Slabilize |
Pericde Pelaporan : IJBulanan ( X ) Triwulanan { )Semesteran ( ) Tahunan I

Tabe| Data :

Peniode Pelaparan 2011 2012 2019
Target Realisasi Realisasi Target

TAHUNAN N/A NfA 100%

TRIWULAN | HfA MA 24.49% 25%

TRIWULAN il N A N/A 48.98% 50%

TRIWULAN Il NfA [IE) 13.47% 5%

TRINWULAN IV N/A H/A 99.18% 100%




Perspektif:

Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran Strategis:

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama:

Satuan Pengukuran :

Tingkat Kendali IKU :

Tingkat Validitas IKU :

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU :

Unit/Pihak Penyedia Data :

Sumber Data :

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI .

\Leamr’ng and Growth

\Tata Kelola Organisasi yang baik di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekenomi

Definisi:
Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan lertentu.

Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan inslilusi yang memengaruhi pengarahan,
pengelolaan, serta pengontrolan suatu crganisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku
kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi. (keyword: prosedural)

IKU-1 Nilai evaluasi AKIP di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Definisi:

Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilanfkegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang lelah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/larget kinerja yang telah diletapkan melalui laporan kinerja
instansi pemerintah yang disusun secara periodik,

Formula:

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjlan Internasional oleh Inspektorat Jenderal

Tujuan

unluk mengukur sejauh mana Evaluasi di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi telah diimplemenasikan oleh para
pegawai sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Nilai
( ) High ( ) Moderale (X)Low
( X ) Exact () Proxy ( ) Activity

Semua Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha

Inspektorat Jenderal\

Laporan Hasil AKIP oleh Inspekiorat Jenderal

Jenis Cascading IKU: { X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non pela { ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( X)) Direct ( ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( }Sum ( ) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average {X) Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :  |{ X ) Maximize { ) Minimize { ) Stabilize
Periode Pelaporan : { ) Bulanan { ) Triwulanan { ) Semesteran (X) Tahunan
Konversl 120 : {)Ya { X)) Tidak
Tabel Data :
2017 2018 20189
Periode Felapora
ghoceRasporan Target Realisasi Target Realisasi Target
TAHUNAN N/A N/A 77 (BB) 76.05 77 (BB)
TRIWULAN | N/A N/A 3 z N
TRIWULAN II N/A N/A - - %
TRIWULAN IIl N/A N/A - - 5
TRIWULAN IV N/A N/A 77 (BB} 76.05 77 (BB)




Perspektif:

Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran Strategis:

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama:

Satuan Pengukuran ;
Tingkat Kendali IKU :

Tingkat Validitas IKU :

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU :

Unit/Pihak Penyedia Data :

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU:

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI k2

Learning and Growth

Pengelclaan Anggaran yang Optimal di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Definisi:

Pengelolaan anggaran adalah rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana
tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu
tertentu (periode) di masa yang akan datang,

Optimal berarti paling baik dan tertinggi

Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang
telah ditetapkan.

IKU-1 Persentase realisasi anggaran di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Definisi:

Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dilihat
dari akumulasi SP2D yang diterbitkan dibagi dengan pagu DIPA Kemeniu,

Batasan waktu:
1 tahun anggaran

Formula:

(Realisasi Anggaran/Target Anggaran) x 100%

Tujuan:

untuk mengukur seberapa jauh anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi digunakan secara optimal untuk mencapai target-target
yang telah ditetapkan.

Persentase
( ) High (X) Moderate { ) Low
( X) Exact () Proxy { ) Activity

Subbagian Tata Usaha

Semua Subdirektorat di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi

SP2D, Monitoring dan evaluasi, Laporan Kinerja (LKj)

{ X ) Cascading Peta { ) Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading : { X ) Direct { ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average { X ) Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi : () Sum ( ) Averags { )Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja : [({X) Maximize { ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan (X) Triwulanan { ) Semesteran ( ) Tahunan
Tabel Data :
J 2017 2018 2019
Periode Pelaporan -
R Target Realisasi Target Realisasi Target
TAHUNAN 95.00% 99.64% 100.00% 95.96% 100.00%
TRIWULAN | 25.00% 25.00% 25.00% 10.78% 25.00%
TRIWULAN I 40.00% 42.00% 45.00% 43.32% 50.00%
TRIWULAN 1lI 70.00% 72.00% 70.00% 69.68% 80.00%
TRIWULAN IV 95.00% 99.64% 100.00% 95.96% 100.00%




LAMPIRAN lII:

MATRIKS PROYEKSI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI
TAHUN 2019-2024

Kode ,

¥

Kgge Sasara?sgrategis g o Indikator (Pl(ll(nljz)rja Utama Target | Target | Target | Target | Target Target
| 2019 | 2020%) | 2021%) | 2022%) | 2023%) | 2024%)
(1) 2) | () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Stakeholder Perspective
Penyelesaian Persentase kemajuan
hukum dan hukum dan perjanjian
S1 perjanjian $1.1 | internasional di hidang 100% 5 . " 4 .
Internasional di ekonomi yang ’ 100 | 100 100% L o
bidang ekonomi diselesaikan
Customer Perspective
Terpenuhinya Persentase pelayanan
pelayanan pembentukan dan
pembentukan dan penyempurnaan norma
penyempurnaan hukum dan perjanjian . . . 100%
c norma hokum dan L1 internasional di bidang ok 100% | 100% 100% 100%
perjanjian ekonomi sesuai dengan
internasional di Service Level Agreement
bidang ekonomi (SLA)
Internal Business Process Perspective
. . Persentase pendapat
Diplomasi hukum di bidang ekonomi
i 0, [ 0, o, 0,
B1 Eﬁg?oml yang B1.1 yang disampaikan dalam 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
forum Internasional
Pesentase kemajuan
perundingan perjanjian i . .
B1.2 perdagagan bebas dan 100% 100% | 100% | 100% 100% | 100%
investasi
Learning and Growth Perspective
Tata Kelola
Egﬁ(agi'%aif'eifoﬁgt Nilai evaluasi AKIP di
L1 L1.1 | Direktorat Hukum dan 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100%
Hukum dan i X
B Perjanjian Ekonomi
Perjanjian
Ekonomi
Pengelolaan
Anggaran yang Persentase realisasi
iz |Spomaldi \z || SPEGERARE] Difexias: 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Direktorat Hukum
dan Perjanjian
Ekonomi

Hukum dan Perjanjian
Ekonomi

*) Proyeksi Target 2019-2024 diselaraskan sesuai dengan input Renja 2019




LAMPIRAN Il

Format Lembar Penetapan Manual IKU

LEMBAR PENETAPAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bersama ini ditetapkan manual IKU Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi
untuk periode Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang meliputi:

a. Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi
yang diselesaikan;

b. Persentase pelayanan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan
perjanjian internasional di bidang ekonomi sesuai dengan Service Level
Agreement (SLA);

c. Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi yang disampaikan dalam forum
Internasional;

d. Persentase kemajuan perundingan perjanjian perdagangan bebas dan
investasi;

e. Nilai evaluasi AKIP di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi;
f. Persentase realisasi anggaran di Direktorat Hukumdan Perjanjian Ekonomi.

Jakarta, Januari 2019

SMKO

Mahmudin Nur Al-Gozaly . Amrjh Jinapgkung
NIP. 19840212 200901 1 002 NIP. 19670618 199303 1 001




MATRIKS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI

TAHUN 2019
Kinerja Tahun 2019 Rincian Kegiatan
1D D Indikator Kineija :
Sasaran Strategis A Target! Realisasi sd sd sd sd Indikator &
S e ) at i
38 IKU Utama T aRtran ™wI Twi | [ rw v Uraian Kegiatan inputioutaut Satuan Taiget
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13
Tuan Rumah Input :
Perundingan ;
Review Perjanjian Dana Rupiah 144,806,000
Perdagangan dan  [SOM Orang 15
Investasi Output :
Terlaksananya Kegiatan Kali 2
Perundingan Review Perjanjian
Perdagangan dan Investasi
Rewsi Undang Input :
Undang Perjanjian )
: Persentase Kemajuan Hukum Internasional Dana Rupiah 145,216,000
Peqyelesalan Hukumedan dan Perjanjian Internasional di sSDM Orang 15
S1 |Perjanjian Internasional di |11 |0 "elEAEN ¥ Target:100% | 25% | 50% | 75% | 100% )
bidang Ekonomi bidang Ekanomi yang Qutput :
9 Diselesaikan Tersusunnya Revisi Undang Kali 2
Undang Perjanjian Internasional
Revisi Undang Input :
Undang Hubungan .
Luar Negeri Dana Rupiah 208,693,000
SDM Orang 15
Output :
Tersusunnya Revisi Undang Kali 2
Undang tentang Hubungan Luar
Negeri
Penyelesaian Input :
Sengketa Perjanjian 3
Rupiah 183,358,000
Perdagangan dan Bana P
investast SDM Orang 15
Intemasional Qutput ;
Meningkatnya kapasitas SDM dan Kali 1

Pemri dalam menghadapi sengketa
internasional




MATRIKS RENCANA AKS| PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI

TAHUN 2019
Kinerja Tahun 2019 Rincian Kegiatan
Ind I
% Sasaran Strategis ___Auc 1l __Amxmm_-_._._mx_:m;m Target/ Realisast sd sd sd sd Uraian Kegiatan Indikator Satuan Tatget
c 5 Tahunan TWI | Twin | Twonn | Tw v g input/output rs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 |Kajan Hukum dan  |Input :
Perjanjian Ekonarni .
di Bidang Keuangan Dana Rupiah 148,194,000
dan Industri SDM Orang 15
Output :
Terlaksananya kajian yang dapat Kali 1
menginventarisasi permasalahan
Terpenuhinya Pelayanan Persentase Pendapat Hukum yang timbul dari implementasi
Pembentukan dan di bidang Ekonomi yang perjanjian internasional
Penyempurnaan Norma Disampaikan kepada X g o
3 . : ; 50% % 100%
K Hukum dan Perjanjian G Stakeholders sesuai dengan Trrgetzito A 25% = oK L 3 {Penyusunan Model |input:
Internasional di bidang Service Level Agreement Perjanjian Bilateral .
Ekonomi (SLA) dibidang Energi |08Ma Rupiah 178,125,000
dan Sumber Daya (gpm Orang 15
Minerai
Output :
Tersedianya pedoman Pemerintah Kali 1
RI dalam negosiasi perjanjian
internasional
4 |Penyusunan Model |Input :
Perjanjian .
Internasional yang Dana Rupiah 84,216,000
terkau Cerbon SDM Qrang 15
Trading
Output ;
Tersedianya pedoman Pemerintah Kali 1
R| dalam negosiasi perjanjian
internasional
1 |Perundingan terkail |Input :
Hukum dan .
Perjanjian Dana Rupiah 1,241,672,000
internasional di SDM Orang 8
bidang Keuangan 14 .0 ..

dan lnaustr




MATRIKS RENCANA AKS| PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI

TAHUN 2019
Kinerja Tahun 2012 Rincian Kegiatan
1D 3 ID Indikator Kinerja , ¢ :
. Sasaran Strategis . Targel/ Realisasi sd sd sd sd < indikator .
=8 e Hhema Tahunan TWIL | TWI | TV TW IV Wrtlan fea'slen input/output SatumL AT
1 2 k| 4 5 ] 7 8 9 10 1 12 13
Perjanjian internasional yang Kai
Persentase Pendapat Hukum a_pmimﬁm:mma_mwamzmw._ mm_wmx
i 5 alitis, yuridis, teknis dan sekuriti
ga.1 |di bidang Ekonomi yang Target: 100 | 25% | 50% | 75% | 100% mm:_ﬁmw kepentingan nasional
Disampaikan dalam Forum dasat leHinAnG]
B japat terlindungi
Internasional 2 |Perundingan terkait |Input :
Hukurn dan Dana Rupiah 754,444,000
82 Diplomasi Ekonomi yang Perjanjpan SDM Orang 6
Kuat internasional di Output :
bidang Sumber Perjanjian internasional yang Kali
Daya Alam dan ditandatangani aman dari aspek
Lingkungan Hidup  |politis, yuridis, teknis dan sekuriti
sehingga kepentingan nasional
dapal terlindunai
1 |Perundingan terkait |Input :
Hukurri dan Dana Rupiah 2,223,016,000
Persentase Kemajuan ﬂum:ma_mn k SDM Crang 5
Perundi rianii i . nternasional di Qutput
B2.2 nmhmmu%%mj;vmmmﬂ“_wm: Target:100% | 25% | 50% | 75% | 100% | |pidang e AR ol
Investasi Perdagangan dan  [ditandatangani aman dari aspek
Investast pelitis, yuridis, teknis dan sekuriti
sehingga kepentingan nasional
dapal terlindungi
Tata Kelola Organisasi yang Nilai evaluasi AKIP di 88
L1 |baik di Direktorat Hukum L1.1 |Direktorat Hukum dan Target : BB (77) - - -
g i ) (77)
dan Perjanjian Ekonomi Perjanjian Ekonomi




MATRIKS RENCANA AKS| PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI

TAHUN 2019
Kinerja Tahun 2019 Rirician Kegiatar
Sasaran Sirategis 2 dkater fnera Target/ Realisasi sd sd sd sd Indikator
: KU Utama ot i : atuz
Tahunan Wi wi | Twn | Twv Uraian Kegiatan inputioutput Satuan Target
2 3 4 5 ] 7 ] 9 10 11 12 13
Persentase realisasi anggaran
di Direktorat Hukum dan
Perjanjian EkonomiPersentase
Pengelolaan Anggaran yang dokumen rencana kinerja di
Optimal di Direktorat Hukum | L2.1 | . ! Target : 100 % 25% 50% 80% | 100%
HpR ; Direktorat Hukum dan
dan Perjanjian Ekonomi Sk x
Perjanjian Ekonomi yang
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Anggaran :
Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian Ekonomi Rp. 5,311,743,000
.ww arta,
Direktuy Huk

L/AMRIH JINANGKUNG
Zﬂ\,_mmw@m,_m,_mm 31001




